
 

 

 

 

 

 

BUPATI LOMBOK UTARA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA 

NOMOR  1  TAHUN 2016 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 

18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LOMBOK UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat 

dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, 

efektif , transparan, dan bertanggungjawab, serta 

untuk menunjang menyelenggaran pemerintahan 

daerah dan tercapainya tertib administrasi sesuai 

dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah 

dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan terkait dengan perjalanan dinas,maka 

dipandang perlu merubah ketentuan mengenai 

perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Lombok Utara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu  menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Utara. 

    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4872); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568); 

  9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  14. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah  

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan 

Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di 

Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah 

Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 903); 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Repbulik Indonesia 

Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2016; 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 

Utara Tahun 2010 Nomor 10); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara 

Nomor 42); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara  



Nomor 45); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Uang Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Utara  Nomor 46); 

    

  MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK 

UTARA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN 

DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

LOMBOK UTARA 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 18 Tahun 

2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok 

Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 

18 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 5  ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) huruf b meliputi perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan 

dinas dalam daerah. 

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam rangka : 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 

b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; 

c. pengumandahan (Detasering); 

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 

e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk 

mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna 

kepentingan jabatan; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter 

karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri; 

h. mengikuti pendidikan setara Diploma /S1/S2/S3; 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 



negara/pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang 

meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau 

k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat 

negara/pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang 

meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota 

tempat pemakaman. 

(3) Perjalanan Dinas luar daerah dan dalam daerah dilaksanakan paling 

lama 3 (tiga) hari. 

(4) Dihapus 

(5) Dihapus 

(6) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan didalam daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas : 

a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; 

dan 

b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) 

jam. 

(7) Perjalanan Dinas dalam daerah ke tiga Gili dilaksanakan paling lama 2 

(dua) hari. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) hurup d, hurup g dan ayat (3) diubah,  sehingga 

pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(3) dan ayat (7) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh : 

a. Bupati dan Wakil Bupati beserta pengikutnya; 

b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengikuti pendidikan 

diluar daerah dengan membayar kontribusi tertentu diberikan biaya 

transport pergi pulang dan uang harian selama 2 (dua) hari, sehari 

sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

c. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan diluar daerah 

dengan membayar kontribusi tertentu diberikan biaya transport 

pergi pulang dan uang harian selama 2 (dua) hari, sehari sebelum 

dan sehari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 

d. Pejabat Fungsional/Pegawai Negeri Sipil pada inspektorat dalam 

rangka pemeriksaan dan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka 

pemeriksaan  kewajiban wajib pajak daerah dan retribusi daerah; 

e. Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang mendapat panggilan 

khusus dalam rangka pendidikan dan pelatihan bukan atas nama 

perorangan dan/atau melakukan tugas khusus atau tugas lainnya 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dengan jangka 

waktu : 

1. Sampai dengan 5 (lima) hari diberikan uang harian selama 3 

(tiga) hari; 

2. 6 (enam) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari diberikan uang 

harian selama 4 hari; 

3. Lebih dari 10 (sepuluh) hari diberikan uang harian selama 5 

(lima) hari. 



f. Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang mendapat panggilan 

khusus dalam rangka pendidikan dan pelatihan pimpinan diberikan 

uang harian paling lama 6 (enam) hari. 

 

g. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan paling 

lama 3 (tiga) hari. 

(2) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan paling 

lama 20 (dua puluh) hari. 

(3) Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf d dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok 

Utara. 

 

 

 

 

 

Diundangkan di  Tanjung  

pada tanggal  4 Januari 2016                           

Ditetapkan di  Tanjung 

pada tanggal 4 Januari 2016 

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA, 

 

 

 

H. ASHARI 

 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK UTARA, 

 

 

 

 

H. SUARDI  

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN2016 NOMOR 1 

 

 

asus
Stamp



 


